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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kasus Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga 

tanggal 23 Juni 2020, tercatat sebanyak 47.897 orang terkonfirmasi positif. DIY mencatat 

kasus pertama tanggal 15 Maret 2020. Sampai dengan 10 Juni 2020, dilaporkan sebanyak 

250 orang telah terkonfirmasi positif. Pemerintah DIY, selanjutnya telah menetapkan masa 

tanggap darurat pada 20 Maret - 31 Mei 2020, namun mengingat perkembangan situasi, 

kebijakan tanggap darurat tersebut selanjutnya telah diperpanjang hingga 30 Juni.  

Mengamati perkembangan pananganan Covid-19 di DIY, maka secara sederhana  

dapat dibagi dua fase yaitu fase emergensi dan fase perubahan. Fase emergensi difokuskan 

kepada pemenuhan sistem pelayanan kesehatan sementara fase perubahan kepada upaya 

pengendalian sosial terhadap risiko penularan dan pentahapan pengembalian fungsi sosial 

ekonomi. Memasuki fase kedua ini, telah muncul berbagai wacana salah satunya adalah 

paradigma New Normal. Dalam perkembanganya, telah terjadi mis-persepsi di komunitas 

yang menterjemahkan new normal sebagai sebuah kondisi telah normal kembali.  

Desakan penerapan new normal dalam lingkup kebijakan juga makin menguat 

utamanya adalah operasionalisasi tempat dan event ibadah, penggerakan roda 

perekonomian serta pendidikan. Desakan ini menjadi pertaruhan dalam menetapkan 

kebijakan dengan berbagai kelebihan dan keterbatasan perhitungan risiko. Kondisi tersebut 

telah memunculkan kekhawatiran akan terjadinya ledakan gelombang kedua.  

Beberapa kasus gelombang kedua, telah terjadi di beberapa negara seperti Iran, Arab 

Saudi, Turki, USA, Swedia, Israel, dll. Terjadinya gelombang kedua ini, dipengaruhi bukan 

oleh kondisi virulensi dari Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memadai, 

namun sangat dipengaruhi oleh dinamika perilaku komunitasnya yang tentunya juga 

dipengaruhi diantaranya oleh kebijakan, media dan kecukupan serta ketepatan informasi.  

Memasuki minggu pertama Juni, kasus-kasus konfirmasi positif di DIY masih belum 

bergerak menjadi lebih baik. Sementara perkembangan kasus di dunia dan Indonesia pada 

bulan Juni justru mencatatkan sebagai periode rekord tertinggi. Perkembangan di DIY 

masih sangat sulit ditebak terkait akan dan kapan mulai dapat diketahui arahnya.  

Perkembangan ini menyadarkan bahwa diperlukan perubahan dari semula lebih banyak 

berfokus pada pelayanan kesehatan ke arah penguatan pengendalian dan pencegahan aktif 

terhadap risiko transmisi di komunitas melalui pendekatan perilaku. Dibutuhkan data dan 

informasi yang memadai agar dapat menggambarkan basis dan update perilaku dari sisi 

penerapan, sikap, lingkungan serta pandangan terhadap kebijakan pembatasan sosial. 

Dalam konteks gugus tugas bidang kesehatan, mengamati dari waktu ke waktu 
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perkembangan perilaku tersebut akan menjadi penting untuk dievaluasi dan menjadi 

bahan dalam melakukan perubahan strategi komunikasi, informasi, edukasi maupun dalam 

kendali yang lebih luas seperti pembatasan sosial. Sementara dari sisi dinamika sosial bisa 

menjadi sebuah catatan untuk basis referensial dalam upaya perubahan culture kesehatan 

masyarakat DIY di masa mendatang. 

Pengamatan dari waktu ke waktu dapat dilakukan melalui kegiatan pengkajian secara 

periodik yang dilakukan dengan survey. Sebagai sebuah kajian kohort sederhana yang 

dilaksanakan dalam jangka pendek selama masa pandemi untuk mengamati perubahan 

perilaku sebagai dampak dari intervensi penanganan yang dilakukan oleh Gugus Tugas. 

Dalam setiap periode tersebut dilakukan kajian analisis yang akan menjadi bahan 

rekomendasi untuk penyusunan protokol kesehatan. 

Perilaku dalam hal ini adalah dihubungkan dengan konteks pencegahan penularan. 

Perilaku adalah protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan untuk dapat meminimalisir 

penularan. Perilaku tersebut meliputi penggunaan masker, sering mencuci tangan dengan 

sabun, dan menjaga jarak selama berada di luar rumah. Konteks perilaku ini yang menjadi 

basis dalam penyusunan berbagai protokol / pedoman new normal.  

Prinsip pelaksanaan survey perlu disusun dalam bentuk apllied research yang langsung 

dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan. Mengingat bahwa melakukan survey dengan 

metode wawancara langsung memiliki risiko besar untuk penularan Covid-19, maka survey 

dilakukan dengan mekanisme telesurvey, yaitu menggunakan fasilitas internet berupa 

googleform untuk pengumpulan data adalah menjadi pilihan yang terbaik. Mekanisme ini 

dipilih agar meminimalisir kontak antar manusia sehingga survey tetap bisa berjalan 

sekaligus mencegah mata rantai penularan Covid-19. 

 

B. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

a. Memperoleh gambaran perkembangan periodik kepatuhan perilaku protokol 

kesehatan  

b. Mengevaluasi efektifitas KIE pengendalian risiko penularan di komunitas  

c. Menyusun rekomendasi berkala untuk perbaikan strategi program penanganan 

pengendalian risiko penularan di komunitas  

2. Tujuan Khusus  

Mendeskripsikan respon masyarakat terhadap perkembangan pandemi Covid-19 terkaat  

a. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan mencegah penularan  

b. Penilaian kondisi kepatuhan sosial dalam masa pandemi  

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat  

d. Harapan perbaikan kebijakan pembatasan sosial dalam masa pandemi  

e. Penilaian terhadap kinerja dalam penanganan Covid-19  
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BAB II 

KAJIAN PERKEMBANGAN  

 

 

A. Upaya Penanganan  

DIY mencatat kasus pertama Covid-19 tanggal 15 Maret 2020. Angka kasus positif terus 

meningkat di setiap hari dan hingga tanggal 10 Juni 2020, dilaporkan sebanyak 250 orang 

telah terkonfirmasi positif di DIY. Dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY 

juga telah melaksanakan berbagai upaya melalui berbagai bidang ketugasan dalam struktur 

organisasinya.  

Kebijakan DIY melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, telah menetapkan 

masa tanggap darurat Covid-19 pada tanggal 20 Maret 2020 berakhir pada 31 Mei 2020. 

Namun demikian dengan melihat perkembangan pandemi, kebijakan tanggap darurat 

tersebut diperpanjang hingga 30 Juni. Penerapan masa tanggap darurat menetapkan 

berbagai kebijakan yang kental dengan berbagai kegiatan dalam rangka respon pelayanan 

kesehatan, surveilans, pembatasan sosial, informasi  dan edukasi.  

1. Fase Perkembangan  

Secara umum, perkembangan penanganan Covid-19 di DIY dapat dibagi menjadi 

fase respon emergensi dan fase perubahan. Fase emergensi lebih banyak difokuskan 

kepada pemenuhan sistem pelayanan kesehatan sementara fase perubahan lebih 

mengarah kepada upaya pengendalian sosial terhadap risiko penularan.  

Memasuki fase kedua ini, telah muncul perdebatan-perdebatan seperti herd 

imunity dan paradigma new normal. Perdebatan herd imunity selanjutnya telah 

menghilang seiring dengan penegasan WHO bahwa opsi itu adalah pilihan yang buruk. 

Sementara wacana new normal justru semakin menguat.  

Fase pertama dicirikan dengan pola pertumbuhan perilaku dalam masa panik / 

takut. Kondisi ini berpengaruh terhadap pilihan pelaku untuk lebih patuh terhadap 

protokol pencegahan seperti tinggal di rumah dan lain sebagainya. Pada fase ini juga 

menguat berbagai dinamika sosial sebagai upaya protektif yang berkembang. Sebagai 

contoh, di sebagian masyarakat berkembang situasi seperti stigmatisasi kasus.  

Muncul pula konsolidasi sosial level terbawah dimana salah satunya memunculkan 

perilaku sosial seperti lockdown lokal di kampung-kampung. Perubahan mencolok 

adalah pola komunikasi langsung ke media sosial dengan berbagai efek positif 

negatifnya. Tidak jarang muncul konflik-konflik sosial kecil di level terbawah sebagai 

bentuk dari kondisi kekhawatiran, ketidaktahuan dan upaya proteksi sosial mereka.  

Fase kedua dicirikan dengan fase dimana masyarakat telah mulai “terbiasa” 

dengan banyaknya informasi yang berkembang dan bahwa takut menjadi tidak lagi 

sebagai faktor utama yang mempengaruhi. Muncul berbagai faktor yang lebih banyak 
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dipengaruhi oleh kondisi sosiopsikologis. Ikatan sosial tinggi menyebabkan anjuran stay 

at home tidak dapat ditahan lagi. Berbagai berita dan informasi di media 

memperlihatkan bahwa memasuki periode perpanjangan tanggap darurat, telah mulai 

muncul debat peristilahan baru seperti herd imunity dan paradigma new normal.  

Dalam perkembanganya, telah terjadi mis-persepsi di komunitas yang 

menterjemahkan new normal sebagai sebuah kondisi telah normal kembali. Dampak 

dari mis-persepsi new normal di komunitas diantaranya adalah dalam waktu singkat 

menyebabkan jalan-jalan, tempat keramaian, destinasi wisata dan  pesepeda telah 

dipenuhi masyarakat. Kondisi ini tentunya sangat berisiko terhadap terjadinya 

penularan. Desakan new normal juga terjadi dalam lingkup kebijakan, dengan 

penekanan untuk operasionalisasi tempat ibadah, event ibadah, penggerakan roda 

perekonomian dan pendidikan. Desakan ini menjadi pertaruhan dalam menetapkan 

kebijakan dengan berbagai kelebihan dan keterbatasan dalam perhitungan risiko.  

Dalam komunitas kondisi ini diduga telah diterjemahkan dalam konteks yang 

sebagian besar keliru dengan penilaian telah normal kembali atau kondisi yang tidak 

menjadi masalah lagi. Dampaknya dalam waktu singkat jalan-jalan, tempat keramaian, 

destinasi wisata dan pesepeda telah dipenuhi dengan ribuan masyaralat. Kondisi ini 

telah memunculkan perdebatan dimana di satu sisi menggariskan tentang perlunya 

pengetatan pembatasan sosial. Sebagian masyarakat mulai mewacanakan PSBB sebagai 

pilihan sementara di kelompok lain menginginkan dimulainya era “new normal” yang 

diterjemahkan lebih dibebaskan atau diperlonggar.  

Kebijakan pada fase kedua ini juga berkembang dengan mulai dipersiapkannya 

berbagai kemungkinan operasinalisasi utamanya untuk sektor ekonomi dan pendidikan. 

Jika fase pertama dorongan lebih banyak kepada aspek pandemi maka fase kedua 

dorongan lebih kepada ketakutan akan konstraksi negatif ekonomi yang dalam. Dalam 

konteks Gugus Tugas, perkembagan dari fase ini dicirikan dengan lahirnya ratusan 

pedoman new normal. Pemahaman new normal dalam hal ini adalah penerapan 

operasionalisasi kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan sebagai prasyaratnya.  

 

2. Dinamika Faktor Risiko Penularan  

Memasuki minggu pertama paska perpanjangan masa tanggap darurat, ditandai 

dengan munculnya kasus-kasus konfirmasi positif yang sebenarnya masih belum 

bergerak menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Sehingga di media sosial telah 

memunculkan kekhawatiran terhadap risiko ledakan pandemi gelombang kedua sebagai 

euphoria “new normal” yang keliru di masyarakat dan pertaruhan atas keberanian 

dalam menetapkan kebijakan dengan berbagai kelebihan dan keterbatasan dalam 

perhitungan risiko.  

Secara epidemi bahwa risiko perkembangan Covid-19 di DIY masih sangat sulit 
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ditebak akan dan kapan mulai dapat diketahui arahnya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di 

DIY namun berlaku di seluruh dunia. Gambaran perkembangan kasus di Dunia dan di 

Indonesia memasuki minggu pertama Juni justru mencatat sebagai kasus-kasus rekord 

tertinggi dibanding sebelumnya.  

Terjadinya lonjakan ulang (gelombang kedua) di berbagai neara dipengaruhi 

bukan oleh kondisi virulensi dari Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak 

memadai namun sangat dipengaruhi oleh dinamika perilaku komunitasnya yang 

tentunya juga dipengaruhi diantaranya oleh situasi kebijakan atau media setempat.  

Faktor non medis pada fase kedua ini pada akhirnya akan menggeser mindsetting 

awal yang banyak berfokus kepada pelayanan kesehatan dengan surveilannya ke arah 

pengendalian dan pencegahan aktif terhadap risiko transmisi. Menjadi penting untuk 

dapat menggambarkan posisi perilaku masyarakat dari sisi penerapannya, sikap dan 

penilaian di lingkungan serta pandangan terhadap kebijakan pembatasan sosial untuk 

mengurangi risiko terjadinya lonjakan kasus dan dampaknya. Dalam konteks gugus 

tugas bidang kesehatan, mengamati dari waktu ke waktu perkembangan perilaku 

tersebut akan sangat penting untuk sebagai bahan dasar dalam melakukan evaluasi dan 

melakukan perubahan strategi baik dalam informasi, edukasi maupun kendali yang lebih 

luas seperti pembatasan sosial.  

 

B. Covid-19  

Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan 

paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa 

(batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat 

(pneumonia atau sepsis). 

Cara penularan COVID-19 ialah melalui kontak dengan droplet saluran napas 

penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung 

kuman penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat 

melewati sampai jarak tertentu (biasanya 1 meter). Droplet bisa menempel di pakaian 

atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet 

cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang 

lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker 

untuk mencegah penyebaran droplet. 

Pandemi Koronavirus 2019–2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah 

peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (Coronavirus disease 2019, disingkat 

COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang 

diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, 

Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi 
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oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, 

lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan 

wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 

781,109 orang sembuh. 

Di Indonesia, Kasus positif COVID-19 pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, 

ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April, 

pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi 

Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Sampai tanggal 15 Juni 2020, Indonesia telah 

melaporkan 39.294 kasus positif, sehingga menempati peringkat kedua terbanyak di 

Asia Tenggara setelah Singapura dan sebelum Filipina. 

Pandemi Covid-19 di Indonesia, selain mempengaruhi terhadap kesehatan, 

terutama karena menyebabkan kematian,juga berdampak pada sisi kehidupan lainnya. 

Penurunan ekonomi nasional yang mengakibatkan penurunan nilai tukar rupiah, harus 

dialami Indonesia. Industri dan perdagangan, serta pariwisata berhenti total, 

mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. Event-event olahraga tingkat 

nasional dan internasional yang direncanakan pun batal dilaksanakan. 

Kasus positif Covid-19 di DIY terus meningkat setiap harinya. Sampai 10 Juni 2020, 

tercatat kasus Covid-19 di DIY adalah sebagai berikut : 
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Berbagai kebijakan diambil oleh Pemda DIY untuk penanganan Covid-19 di DIY. 

Tanggal 17 Maret 2020, dibentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY melalui 

Keputusan Gubernur Nomor 64/KEP/2020. Kemudian disusul penetapan tanggap 

darurat di DIY pada tanggal 20 Maret 2020, melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 

65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DIY. 

Beberapa kebijakan lain dikeluarkan Pemda DIY seiring perkembangan kasus di DIY. 

 

C. Promosi Kesehatan 

Menurut Kemenkes RI (2010), promosi kesehatan merupakan upaya meningkatkan 

kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, 

agar dapat menolong dirinya sendiri, serta mampu berperan serta secara aktif dalam 

pengembangan unit kegiatan berbasis masyarakat (UKBM), sesuai dengan sosial budaya 

setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Definisi 

tersebut menekankan bahwa promosi kesehatan tidak hanya berpusat pada individu saja, 

namun juga perlu mempertimbangkan lingkungan.  

Fertman and Allensworth (2010) menjelaskan bahwa promosi kesehatan merupakan 

perubahan gaya hidup yang terencana yang dapat dilakukan pada level individu, 

interpersonal, dan populasi. Perubahan terencana tersebut semestinya dilakukan 

berdasarkan hasil analisis komunitas dan penentuan target, sehingga sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang muncul (Dignan and Carr, 1992).  

Evaluasi promosi kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian 

kegiatan promosi kesehatan itu sendiri. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan masukan 

untuk proses promosi kesehatan yang sedang dilakukan, maupun menjadi dasar 

pertimbangan dalam melakukan promosi kesehatan pada tahapan selanjutnya. Promosi 

kesehatan efektif jika dilakukan secara lebih komprehensif (Snelling, 2014). Berbagai 

strategi dan metode promosi kesehatan perlu dikombinasikan, dengan tetap 

mempertimbangkan karakteristik sasaran. Dengan demikian, promosi kesehatan yang 

dilakukan efektif menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

 

D. Telesurvey 

Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif, Survei yang 

dilakukan dalam melakukan penelitian itu biasanya dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner atau wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui: siapa mereka, apa yang 

mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. Survei lazim dilakukan dalam 

penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, survei lebih 

merupakan pertanyaan tertutup, sementara dalam penelitian kualitatif berupa wawancara 

mendalam dengan pertanyaan terbuka. Survei (survey) atau lengkapnya self-administered 

survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuesioner&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif
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pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah 

metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi.  

Telesurvey adalah metode survey yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan 

perangkat komunikasi. Alat komunikasi yang digunakan adalah alat komunikasi 2 arah, 

yaitu melalui pesawat telepon, telepon seluler, maupun memanfaatkan teknologi 

informatika. Seiring perkembangan jaman, fasilitas survey yang mampu dikembangkan 

melalui dukungan teknologi komunikasi berbasis internet pun semakin bervariasi dan 

dengan jangkauan yang semakin luas. Hadirnya whatsapp, telegram, email, googleform 

dalam dunia komunikasi, turut juga bisa dimanfaatkan untuk survey dan dapat 

dikategorikan sebagai telesurvey. 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif yang didukung dengan kualitatif. 

Pelaksanaan pengumpulan data dengan metode survey memanfaatkan teknologi 

informatika berupa aplikasi Googleform. Penggunaan teknologi dimaksudkan untuk 

meminimalkan risiko penularan. Pengumpulan data Googleform merupakan bentuk digital 

dari instrumen / kuesioner yang dikembangkan. Kuesioner disusun dengan pertanyaan 

tertutup dan dilengkapi dengan dua pertanyaan terbuka.  

Instrumen yang digunakan akan secara konsisten digunakan dalam periode survey 

selanjutnya. Dimungkinkan untuk penambahan tetapi dihindari untuk pengurangan / 

penyesuaian mengingat tujuan dari instrumen adalah untuk memantau perkembangan 

(kohort).  

Instrumen kuantitatif menggunakan pertanyaan pilihan ganda, sedangkan pengumpulan 

data kualitatif menggunakan pertanyaan survey yang bersifat terbuka. Pengumpulan data 

kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan waktu, dengan urutan pertanyaan 

kuantitatif dilakukan terlebih dahulu. 

 

B. Lokasi dan Waktu  

Survei dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berlaku bagi penduduk DIY yang 

memiliki KTP DIY. Meliputi empat wilayah kabupaten dan satu wilayah kota. Pelaksanaan 

survey akan dilakukan secara periodik setiap bulan selama masa pandemi masih 

diberlakukan, penjadwalan survey dilaksanakan di tengah bulan berkisar antara tanggal 

10-20.Untuk periode Juni 2020, instrumen survey mulai disebarluaskan pada tangga 12 Juni 

2020 dan ditutup pada tanggal 16 Juni 2020. 

 

C. Populasi dan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam survey adalah penduduk ber KTP DIY dewasa dengan 

batas usia di atas 15 tahun pengguna gadget aktif. Jumlah populasi tersebut diperkirakan 

mencapai 75% dari total penduduk DIY yaitu mencapai 2,7 juta. Terbagi dalam lima 

kabupaten/ kota.   

Adapun sampel adalah para pengguna gadget aktif ber KTP DIY dengan umur di atas 

15 tahun. Penggunaan teknis survey dalam penelitian ini tidak menggunakan pemilihan 

sampel secara sistematis random namun dengan teknik penyebarluasan kuesioner melalui 

media gadget.  Dalam penyebarluasan  instrumen tidak dilakukan dengan pengaturan 

proporsional namun dilakukan dengan jaringan komunitas dari berbagai elemen dan 
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kelompok. Penyebarluasan instrumen mulai  dilakukan pada 12 Juni 2020 dan ditutup 

pada tanggal 16 Juni 2020. 

Besaran sampel yang ditetapkan minimal adalah 750 responden. Yang berasal dari 

semua kelompok umur sebagaimana ditetapkan dan dari semua wilayah kabupaten / kota. 

Total sampel yang diperoleh selama periode tersebut sebanyak 2.487orang dan setelah 

proses cleaning diperoleh hasil akhir 2.367 responden. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui kuesioner yang dibuat dengan 

googleform dan disebarluaskan melalui link alamat pengisian dengan aplikasi whatsapp.  

 

E. Alat Pengumpulan Data 

Kuesioner berbasis googleform (terlampir). Intrumen terdiri dari unsur  

1. Identitas responden : Nama, Alamat, Jenis Kelamin, kelompok umur, nomor kontak HP  

2. Pertanyaan perilaku  

a. Perilaku protokol kesehatan : Masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak  

b. Perilaku lingkungan : kewajiban masyarakat, perilaku kepatuhan masyarakat  

c. Pembatasan sosial : pertimbangan PSBB, perbaikan pembatasan sosial  

3. Bentuk instrumen : instrumen kuantitatif disusun dengan memberikan 4 pilihan 

jawaban. Pilihan jawaban sebagian disusun dalam skala ordinal.  

4. Instrumen diisi sendiri oleh responden dengan membuka alamat link yang diberikan,  

melakukan klik / pengisian dan mengirimkan hasil.  

5. Seluruh data terpusat di satu titik pengumpulan data yaitu dalam akun googleform 

promkes.yogyakarta@gmail.com.   

 

F. Analisis  

Analisis single  

- Analisis dilakukan secara diskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.  

- Analisis analititik dilakukan secara sederhana untuk memberikan tambahan informasi 

atas hasil kajian diskrptif.  

- Analisis kualitatif dilakukan dengan metode coding dan dilakukan dengan penggabungan 

dengan tahap kedua survey.  

Analisis multi waktu  

- Analisis dilakukan dengan memperbandingkan antar waktu dari penelitian terakhir 

dengan penelitian sebelumnya.  

- Analisis didukung dengan kajian hasil kualitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Karakteristik Responden 

Total data jumlah responden yang dapat dianalisis lanjut dmencapai 2.367 

responden. Angka tersebut jauh melampaui batas minimal yang ditetapkan (750). 

Gambaran karakteristik responden sebagai berikut :  

1. Jenis Kelamin  

 
Responden penelitian lebih didominasi oleh kelompok penduduk jenis kelamin 

perempuan yang mencapai 61% dari total responden atau mencapai 1.439 responden 

dibandingkan dengan responden laki-laki yang berjumlah 928 responden. Perbedaan 

antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak menjadi concern utama sehinga tidak 

menjadi variabel yang dipertimbangkan dalam analisis. Angka tersebut tersebar relatif 

merata antar wilayah kabupaten/kota. Gambaran grafik memperlihatkan bahwa tidak 

ada perbedan yang signifikan dalam hal jenis kelamin antar wilayah.   

  

2. Tempat tinggal  

 
Berdasarkan kabupaten / kota tinggal responden menunjukkan responden dari 

kabupaten Sleman dan Bantul merupakan wilayah dengan jumlah responden terbanyak 

masing-masing mencapai 33% dan 29%. Hal ini mendekati dengan tingkat proporsi 
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penduduk di kedua wilayah terhadap total penduduk DIY yaitu untuk Sleman 33% dan 

untuk Bantul 26%.  Kota Yogyakarta secara proporsi jumlah penduduk di DIY mencapai 

14% sementara dalam hasil survey tercatat mencapai 21%. Proporsi responden dari kota 

terlihat menjadi lebih tinggi yang dopengaruhi oleh  penggunaan metode telesurvey 

yang jangkauan jaringan dan informasinya sangat mudah dan dekat dengan pusat 

penyebaran instrumen. Tingkat literasi teknologi yang tinggi juga menjadi catatan 

tersendiri seperti yang terlihat dari grafik Bar dimana kelompok responden usia di atas 

50 tahun tertinggi adalah di Kota Yogyakarta. 

Dua kabupaten dengan karakter yang hampir sama yaitu Gunungkidul dan 

Kulonrogo memiliki proporsi responden yang paling sedikit masing-masing Gunungkidul 

10% dan Kulonprogo 7%. Dari komposisi penduduk di kedua kabuoaten terhadap total 

penduduk DIY untuik Gunungkidul adalah 17% dan Kulonprogo 13%. Sekali lagi 

permasalahan literasi teknologi ini menjadi salah satu catatan tersendiri dari 

penggunaan telesurvey.  

Dari pemantauan kelompok umur antar wilayah menunjukan keragaman. Bantul 

Gunungkidul dan Kulonprogo didominasi oleh kelompok umur antara 31- 50 tahun, 

sementara untuk kota yogyakarta dan sleman kelompok umur diatas 50 tahun terlihat 

berada di posisi tertinggi. Kedua wilayah ini memiliki ciri kemampuan fiskal yang lebih 

tinggi dari wilayah lain dengan industri jasa yang menonjol. Perbedaan literasi ini oleh 

karenanya dipertimbangkan dalam melakukan analisis.  

 

3. Kelompok Umur  

Perbandingan proporsi kelompok umur antara 31 tahun hingga lebih dri 60 tahun 

terlihat seimbang dengan kisaran 26,5 – 28,3%. Sementara untuk kelompok kurang dari 

30 tahun mencapai 17,1%. Dari gambaran tersebut maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat kelompok yang dominan.  

 
Kelompok umur di bawah 30 tahun yang jauh berada di bawah kelompok umur 

lain menjadi koreksi penting dalam metode penyebaran kuesioner di dalam survey 

mendatang. Penyebaran oleh jejaring dimungkinkan juga berperan menyebabkan 

kelompok umur yang lebih muda terlihat kurang. Kemungkinan lain adalah bahwa 

kelompok usia di bawah 30 tahun kurang berminat terhadap edaran survey. 

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa untuk kelompok umur responden 
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antar wilayah terlihat dipengaruhi oleh asal kabupaten / kota tempat tinggal. Hal ini 

dimungkinkan berhubungan dengan kondisi literasi  khususnya di Kota Yogyakarta dan 

Sleman yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga kabupaten yang lain.  

 

B. Hasil dan Kajian Respon Masyarakat DIY  

1. Kepatuhan Perilaku Protokol Kesehatan (masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak)  

Kajian mendalami perilaku utama yang diharapkan dapat diterapkan oleh 

masyarakat dalam mencegah transmisi Covid-19. Perilaku utama tersebut adalah 

menggunakan masker,  kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 

serta menjaga jarak. Dalam kajian ini ditambahkan satu aitem pertanyaan yaitu 

penggunaan hand sanitizer pribadi.  

 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 93,3% dari 2.367 responden atau 

sebanyak 2.202 responden menyatakan selalu menggunakan masker. Responden yang 

menyatakan jarang atau tidak pernah menggunakan masker hanya mencapai 0,38% 

atau sebanyak 9 dari 2.367 responden. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan masker 

di kalangan masyarakat DIY sudah sangat baik (di atas 90%). Catatan bahwa dalam 

kajian ini penggunaan masker dalam hal ini belum dikaji lebih lanjut mengenai 

ketepatan dalam penggunaan.  

Penggunaan masker dalam hal ini adalah  tidak dibatasi  pada jenis masker 

tertentu. Merujuk kepada pedoman WHO dan Kemenkes tentang penggunaan masker, 

maka untuk publik dan orang yang dalam kondisi tidak memiliki gejala, masker yang 

disarankan adalah masker kain. Masker ini memiliki keunggulan mudah didapat / dibuat 

mandiri / murah, dapat dicuci ulang dan dapat dimodifikasi motifnya untuk kepentingan 

assesories.  
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Sebanyak 80,44% atau 1.904 responden dari 2.367 responden menyatakan selalu 

mencuci tangan dengan sabun saat memasuki atau keluar dari suatu tempat. Gambaran 

hasil kajian di DIY terkait cuci tangan ini juga terlihat cukup menggembirakan. Kondisi ini 

tidak terleas dari mulai maraknya penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun di 

berbagai tempat bahkan di depan rumah penduduk. Hal ini juga memberikan gambaran 

tentang kepedulian yang tinggi di kalangan masyarakat dalam hal cuci tangan dengan 

sabun. Namun demikian masih terdapat sejumlah 19,56% responden yang menyatakan 

kadang / jarang tidak pernah mencuci tangan dengan sabun. Dibandingkan dengan 

perilaku penggunaan masker angka ini terlihat tertinggal.  

Terkait dengan penggunaan hand sanitiser pribadi sebagai salah satu cara lain 

untuk dapat menterilisasikan tangan dari virus, hasil penelitian menunjukkan hanya 

69,79% responden yang menyatakan selalu membawa.  Dengan demikian sebanyak 

31% lebih responden belum terbiasa untuk menggunakan hand sanitizer. Hal ini 

dimungkinkan dikaitkan dengan pengeluaran biaya tambahan serta beberapa informasi 

yang menekankan lebih penting untuk mencuci tangan dengan sabun dibandingkan 

dengan penggunaan hand sanitizer.  

Sebanyak 66,33% responden atau 1.570 responden dari 2.367 responden 

menyatakan selalu menjaga jarak saat berkomunikasi di luar rumah dengan lawan bicara. 

Sebanyak 7,06% menyatakan jarang / tidak pernah menjaga jarak saat berkomunikasi dengan 

lawan bicara. Protokol menjaga jarak menjadi protokol yang nampaknya paling sulit dalam 

memenuhi yang dilakukan oleh masyarakat.  

 
Dari hasil kajian memperlihatkan bahwa Kepatuhan Perilaku Protokol Kesehatan, 

penggunaan masker menjadi yang paling dapat dipatuhi oleh masyarakat DIY. 

Kemudahan dalam menangani dan menyediakan dan sifatnya yang personal menjadikan 

protokol ini menjadi yang paling tinggi tingkat kepatuhanya.  

Pelaksanaan kampanye masker massal yang dilakukan oleh Pemerintah DIY 

bersama Kabupaten / Kota dalam periode bulan April Mei dimungkinkan pula ikut 

berperan dalam mempengaruhi kepatuhan tersebut. Banyaknya informasi dengan 
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penekanan baik langsung maupun tidak langsung dalam penggunaan masker, 

memberikan kemudahan dalam akses informasi dari masyarakat.  

Protokol menjaga jarak menjadi protokol yang paling sulit dipatuhi oleh 

masyaralat DIY. Protokol ini membutuhkan kesepakatan normatif antar pelaku 

komunikasi dan ini yang menjadi salah satu yang kemungkinan tidak selalu dapat 

dilakukan seseorang yag berusaha secara personal menjaga jarak. Di sisi lain, telaah 

kiritis yang bisa diberikan adalah bahwa strategi komunikasi yang bersifat komprehensif 

tidak parsial atau menonjolkan satu sisi mungkin perlu untuk di pikirkan kembali.  

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di 

DIY dalam protokol kesehatan untuk pencegahan transmisi Covid sebagian besar teah 

cukup baik. Namun demikian bahwa konsistensi dalam perilaku adalah kunci utamanya 

sehingga KIE yang berkelanjutan dengan dukungan berbagai instrumen lainnya 

dibutuhkan serta pemantauan yang terus menerus untuk dapat menempatkan strategi 

dalam posisi yang tepat.   

 
Pada kondisi pemakaian masker yang telah dalam kondisi protokol yang sangat 

baik perbedaan antar kelompok umur cenderung tidak signifikan namun secara riel 

menunjukkan bahwa kelompok umur di bawah 30 tahun memiliki tingkat terendah 

kepatuhannya. Pola hubungan umur juga terlihat untuk kelompok umur dikaitkan 

dengan kebiasaan cuci tangan. Kepatuhan terhadap kebiasaan cuci tangan pada 

kelompok umur di bawah 30 tahun adalah yang terendah dari ketiga kelompok umur 

yang lain. Patern kepatuhan juga terlihat untuk kepatuhan dalam jaga jarak. Semakin 

tinggi kelompok umur terlihat kecenderungan semakin patuh. Kelompok usia di bawah 

30 tahun tetap menjadi kelompok dengan tingkat kepatuhan jaga jarak.  
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Kajian terhadap hubungan antara faktor umur secara garis besar  sebagaimana 

tergambar dari ketiga grafik seluruhnya menunjukkan adanya pola yang sama. Semakin 

tinggi kelompok umur menunjukkan jumlah responden patuh protokol yang semakin 

tinggi. Kondisi ini terjadi di ketiga jenis protokol. Dari hasil tersebut menjadi referensi 

dalam membangun strategi dan kebijakan di masa pandemi.  

 
Tinjauan pola perilaku masyarakat antar wilayah Kabupaten / Kota di DIY, dari 

hasil kajian memperlihatkan perbedaan yang signifikan antar wilayah. Terkait 

pemakaian masker kisaran perbedaan antar wilayah Kab/kota berkisar dari 88,24% dan 

tertinggi 96,78%.  Terendah adalah untuk Kabupaten Kulonprogo dan tertinggi Kota 

Yogyakarta. Kondisi yang sama juga terlihat untuk kebiasaan mencuci tangan dengan 

sabun. Hal yang berbeda terjadi untuk perilaku menjaga jarak saat komunikasi. 

Kabupaten kulonprogo masih menempati sebagai terendah dalam perilaku protokol 

kesehatan khususnya jaga jarak namun untuk yang tertinggi tidak lagi kota Yogyakarta 

tetapi kabupaten Sleman.  

Perbandingan antar wilayah memberikan kesimpulan bahwa untuk Kabupaten 

Kulonprogo perlu untuk menyamakan potensinya seperti kabupaten lain. Denga kondisi 

epidemis paling rendah di DIY dan dengan peningkatan pola perilaku yang berisiko maka 

potensi pencegahan penularan akan menjadi semakin baik.  

 

2. Perilaku lingkungan (Kewajiban penggunaan masker dan kepatuhan di lingkungan sosia) 

Instrumen penilaian masyarakat terhadap kewajiban menggunakan masker,  

disediakan dalam dua pertanyaan yaitu terkait dengan siapa yang wajib menggunakan 

dan penilaian subyektif responden terhadap lingkungan sosialnya dalam penggunaan 

masker. Hasil kajian memperlihatkan hampir seluruh respon menyetujui bahwa 
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menggunakan masker adalah wajib bagi semua orang. Sebanyak 98,48% responden 

atau 2.331 responden total dari 2.367 responden menyatakan  hal tersebut.  

Hasil ini mempertegas temuan sebelumnya bahwa pemahaman mengenai 

penggunaan masker di masyaraat DIY saat ini sudah  cukup baik. Hasil kajian lebih 

lanjut memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan antara penilaian kewajiban 

menggunakan masker dengan kelompok umur yang memperlihatkan perbedaan yang 

tidak siginfikan meskipun secara proporsi menurut kelompok umur di atas 50 tahun 

sedikit lebih rendah dari kelompok lain .  

 
Dalam kajian kewilayahan, juga memperlihatkan angka proporsi yang hampir 

sama antar wilayah kabuaten / kota. Halini mengindikasikan bahwa pemahaman 

tentang kewajiban penggunaan masker ini juga telah relatif merata antar wilayah.  

Dalam pembahasan terdahulu disampaikan bahwa secara personal responden 

diberikan pertanyaan menyangkut perilaku dirinya yang memberikan gambaran perilaku 

intrinsik dimana diperoleh hasil 93% menyatakan telah menggunakan masker. Dalam 

pendalaman dalam pertanyaan tersebut hanya menyampaikan penggunaan belum 

sampai kepada detail mengenai ketepatan penggunaan. Bahasan lebih lanjut dari 

pertanyaan yang berhubungan dengan penilaian responden terhadap lingkungan sosial 

/ komunitasnya terkait penggunaan masker, menghasilkan informasi pendalaman yang 

belum terjawabkan dalam kajian sebelumnya.  

Dalam kajian sebelumnya ditemukan bahwa 93% responden menyatakan telah 

menggunakan masker, sementara dari hasil kajian diatas penggunaan (gabungan antara 

sebagian telah memakai dan menggunakan dengan benar digabungkan dengan 
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sebagian telah menggunakan) ditemukan sebanyak 89, 89% telah menggunakan. 

Namun demikian hasil disini lebih memperdalam fakta bahwa baru 32, 53% yang telah 

memakai dan menggunakannya dengan benar.  

Hasil ini menjadi indikasi bahwa meskipun pemahaman tentang penggunaan 

masker telah baik di masyarakat DIY namun dalam implementasinya sebagian besar 

masih belum sempurna karena tidak dipakai dan digunakan dengan benar. Memakai 

masker dengan tidak benar sama risikonya dengan tidak menggunakan masker sama 

sekali.  

Hasil kajian ini menjadi sangat penting karena kesimpulan hanya memakai masker 

bisa menghasilkan / mis-leading terhadap kesimpulan praktek yang sudah dilakukan 

oleh masyarakat dalam penggunaan masker. Risiko penularan yang bisa terkurangi 

dengan penggunaan masker ternyata belum sepenuhnya dapat dipenuhi di DIY. Hasil ini 

mengantar kepada kesimpulan bahwa komunikasi informasi edukasi dapat lebih 

diperdalam dengan strategi untuk meningkatkan kepatuhan bukan kepada memakai 

tetapi menggunakan dengan benar.  

 
Kelompok mana saja yang menjadi segmen terpenting dari hasil temuan ini dapat 

diperlihatkan dari grafik di atas dimana konsentrasi segmen dapat dikembangkan pada 

kelompok umur yang lebih muda meskipun secara keseluruhan juga diperlukan. 

Sementara dari aspek kewilayah seluruhnya membutuhkan penekanan strategi.  

Penilaian responden terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol 

pencegahan covid-19 masih belum banyak yang menjalankan. Sebanyak 34,7% 

responden (846) menyatakan masyarakat di DIY belum patuh terhadap protokol 
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kesehatan. Penilaian ini selaras dengan hasil kajian sebelumnya dimana baru sebanyak 

32% masayarakat yang menggunakan masker dengan benar, dan baru 66% yang 

menyatakan bisa menjaga jarak saat berkomunikasi. 

 
Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa responden Kulonrpgo memberikan 

penilaian tertinggi terhadap kepatuhan masyarakat dan terendah dari Bantul. Menarik 

bahwa dalam beberapa analisis hasil kajian sebelumnya wilayah kulonprogo memiliki 

faktor risiko perilaku tidak selaras protokol kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan 

kabupaten lainnya. Dari kajian disini memperlihatkan sisi lain yang kemungkinan 

merupakan sikap penilaian yang bersifat lebih lunak / toleran. Berdasarkan data 

tersebut dimungkinkan bahwa masyarakat di wilayah ini memiliki tingkat toleran yang 

tinggi dan memiliki faktor risiko perilaku yang juga tinggi. Hasil ini perlu dikaji lebih 

lanjut dalam penelitian wilayah untuk mendalami fenomena yang ada.  

 

3. Pembatasan sosial (Pertimbangan PSBB, Perbaikan Pembatasan Sosia) 

Hasil kajian memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat DIY menyatakan sistem 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum / tidak diperlukan di DIY (54,04%) 

dibandingkan yag menyatakan diperlukan (42,33%). Gambaran hasil memperlihatkan 

antara yang setuju dan tidak setuju memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh.  

Hasil ini menjadi penting sebagai bahan referensi mengingat bahwa mengangkat 

isue PSBB dalam wacana  publik dapat diperkirakan akan memunculkan perdebatan 

yang cukup intens mengingat kedua kelompok hampir berimbang dalam proporsinya. 

Kebijakan pemberlakuan PSBB tidak menjadi pilihan di DIY. Sementara kebijakan 

penerapan belum menjdai opsi berdasarkan perhitungan atas berbagai indikator yang 

ditetapkan oleh Kemenkes dalam memutuskan PSBB, dimana di  DIY banyak indikator 

yang masih berada dalam batas belum diperlukannya PSBB.   

Namun demikian dari sisi pemberlakuan pembatasan sosial, sebanyak 91,59% 

responden atau 2.168 responden dari 2.367 responden menyatakan setuju bahwa 

pembatasan sosial tetap diperlukan. Angka tersebut terdiri dari sebanyak 58,68% 

menyatakan bahwa pembatsan perlu untuk diperketat sementara 32,91% menyatakan 
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untuk tetap dipertahankan seperti kondisi pada saat ini. Hanya sebanyaak 7,1% atau 168 

dari 2.367 responden yang setuju bahwa pembatasan sosial perlu untuk diperlonggar.   

 
Fakta kedua tersebut memberikan penguatan terhadap perhatian dan 

keprihatinan publik terhadap kondisi / situasi yang ada di wilayah DIY. Keprihatian 

tersebut terlihat dari adanya harapan peningkatan atau tetap mempertahankan kondisi 

pembatasan yang saat ini telah dilakukan. Kekhawatiran atas pelonggaran oleh sebagian 

masyarakat DIY cukup beralasan dihubungkan dengan hasil-hasil kajian sebelumnya.  

Pembatasan sosial berhubungan erat dengan penerapan protokol personal untuk 

jaga jarak dan menggunakan masker. Hasil kajian sebelumnya menemukan bahwa baru 

32% penduduk DIY yang memiliki kebiasaan memakai dan menggunakan masker dengan 

benar, sementara untuk jaga jarak saat berkomunikasi baru 66% masyarakat yang dapat 

memenuhi ketentuan yang seharusnya. 

 Isu tentang pembatasan sosial yang dipertahankan / diperketat yang menjadi 

perhatian masyarakat DIY sebagaimana hasil kajian, menjadi bahan referensi bagi 

pengambilan keputusan-keputusan saat ini. Hasil kajian bisa menjadi penimbang bagi 

pengambilan kebijakan sebagai warning masyarakat untuk adanya kehati-hatian dalam 

penerapan protokol penerapan new normal.  

Isu new normal identik dengan adanya pelonggaran secara terbatas, bertahap dan 

dengan perlindungan ketat protokol kesehatan. Namun dengan hanya protokol 

kesehatan tidak akan dapat menjamin tanpa adanya penguatan berkesinambungan di 

masyarakat baik dalam KIE, penegakan hukum maupun dalam pendekatan lainnya.  

Penerapan new normal dapat dilaksanakan secra bertahap namun harus sangat 

berhatohati mengingat dari sisi perilaku kepatuhan masih sangat berisiko. Penerapan 

pentahapan juga harus diperhitungan dengan hati-hati, dengan mengintegrasikan 

perkembangan epidemi dan perilaku sosial.  
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Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pelayanan kesehatan, Gugus Tugas 

dan masyarakat dalam penanganan Covid-19 di DIY mendapatkan apresiasi yang cukup 

baik di kalangan masyarakat DIY. Hasil kajian memperlihatkan bahwa 75,43% 

masyarakat menyatakan cukup dan atau sangat puas dengan kinerja dalam pencegahan 

Covid-19 di DIY. Hasil ini cukup menggembirakan dan menjadi diharapkan dapat menjadi 

pendorong perbaikan berkelanjutan  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pemahaman masyarakat akan protokol kesehatan di DIY sudah cukup baik. Pemakaian 

masker telah dipahami dengan baik oleh sebagian besar masyarakat DIY. Meskipun tingkat 

pemahaman masyarakat telah cukup baik namun dari pendalaman memperlihatkan 

konsistensi dalam perilaku belum sepenuhnya masuk dalam kategori baik. Pemakaian 

masker telah dilakukan oleh sebagian masyarakat namun pemakaian dengan penggunaan 

yang benar masih sangat rendah yaitu baru mencapai 32%.  

Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun telah dilaksanakan oleh lebih dari 80% 

masyarakat namun untuk jaga jarak saat berkomunikasi diluar rumah menjadi faktor 

kesulitan yang banyak dialami dan hanya dapat dipenuhi oleh 66% masyarakat. Perilaku 

kepatuhan masyarakat di DIY masih belum sepenuhnya baik. Masyarakat di DIY yang telah 

mematuhi ketentuan menjalankan protokol kesehatan baru mencapai 65%.  

Berdasarkan hasil tersebut maka lebih lanjut dapat dnyatakan bahwa risiko penularan 

atas ketidakpatuhan di DIY masih cukup tinggi dan perlu diupayakan perbaikannya kepada 

khususnya pemakaian masker dan jaga jarak dengan tidak melupakan untuk menguatkan 

kembali kebiasaan cuci tangan dengan sabun  

Sasaran pengembangan strategi dapat lebih dispefisikasikan / segmentasi pada 

kelompok umur dalam event KIE dengan strategi yang berbeda berdasar kelompok umur. 

Kelompok umur lebih muda memiliki kecenderungan tidak patuh yang lebih tinggi. 

Sementara untuk kewilayah tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara ketiga 

wilayah dalam kaitan protokol sehingga  perbaikan strategi antara wilayah dapat 

dilaksanakan dengan model yang sama.  

Pembatasan sosial yang diberlakukan saat ini di DIY mendapat apresiasi baik dri 

masyaralat. Sebagian besar masyarakat di DIY saat ini, mengharapkan bahwa pembatasan 

sosial untuk dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Harapan tersebut sekaligus 

memberikan gambaran kekhawatiran di masyarakat melihat fenomena sosial di sekitar 

mereka yang telah salah dalam menterjemahkan makna new normal. Dengan demikian 

strategi perbaikan pemahaman paradigma new normal harus segera dapat diwujudkan.  

Kajian ini merupakan kajian awal dan perlu untuk dilakukan kembali secara periodik 

untuk memantau perbaikan yang terjadi. Hasil  kajian lintas waktu tersebut akan menjadi 

bahwan evaluasi untuk memperbaiki strategi. Penilaian positif diperoleh atas kinerja dalam 

penanganan covid-19 DIY dimana sebanyak 75,43% masyarakat menyatakan cukup dan atau 

sangat puas dengan kinerja penanganan. Hasil ini cukup menggembirakan dan perlu untuk 

terus dipantau berkala mengingat faktor penilaian ini penitng untuk dpat menilai 

bertemunya antara kebutuhan yang dirasakan masyarakat dengan upaya yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah dalam penanganan Covid-19.  
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